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ABSTRAK 
 
ASLINDA TAHIR (B111 10 119), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Terhadap Anak 
(Studi Kasus Nomor Putusan 38/Pid.B/2013/PN.Mks)”, yang dibimbing oleh 
Bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan 
Negeri Makassar. Dimana kasus pencabulan ini terjadi di Jl. Veteran Utara 
Stp 2 Lr.1 No. 3 Makassar, yang dilakukan oleh terdakwa Asdar Mas Piong 
Als. A’Da dan korban Andi Intan Rezky. 
 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana 
dalam perkara No. 38/Pid.B/2013/PN.Mks. Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan yuridis terhadap permasalahan yang diteliti. 
 
Dalam perkara ini, terdakwa Asdar Mas Piong Als. A’Da melakukan 
perbuatan cabul terhadap korban Andi Intan Rezky berupa meraba serta 
menyentuh payudara dan kemaluan Andi Intan Rezky dan berjanji akan 
menikahinya saat sudah dewasa kelak. Berdasarkan hasil penelitian, 
penerapan hukum pidana dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dalam hal ini 
diterapkan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generale  yang berarti aturan 
yang khusus meniadakan aturan yang umum.  
 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa 
sanksi pidana terhadap terdakwa Asdar Mas Piong Als.A’Da dalam perkara 
ini telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam 
persidangan berupa keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan 
Penuntut Umum di depan persidangan dan berdasarkan keterangan 
terdakwa di persidangan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan 
tunggal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Dimana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan 
tindak pidana pencabulan terhadap anak. Majelis Hakim juga tidak lupa 
mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. 
Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah 
delikuens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan 
deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, 
kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan 
hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
pada masa dan tempat tertentu. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan 
dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal 
tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam 
kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan 
berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam 
kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas 
karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring 
dengan perkembangan masyarakat.1 Perkembangan hukum akan selalu 
berkembang seiring dengan perkembanggan masyarakat. Demikian pula 
                                                             
1 Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: PT Refika 
Aditama, hlm. 15 
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permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan 
perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu 
sifat hukum adalah dinamis. 
Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya 
kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu 
kecenderuangan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu 
dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan 
yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam 
masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam 
masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk 
menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya 
perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.2 Semakin meningkatnya 
kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus 
operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang 
menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu 
bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana 
pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana 
yang bertentanggan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang 
yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang 
laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di 
                                                             
2 Soerjono, Soekato, 2000, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.21 
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atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan 
KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, 
yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 
Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja 
namun di atur pula pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. KUHP menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada 
Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya 
perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar 
kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. 
 
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang 
pencabulan adalah:3 
1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada 
anak 
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu 
3. Fonding : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak 
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak 
mulut. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu 
suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan 
seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu 
birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana 
pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak 
                                                             
3 Leden Marpaung, 2004, Kejahatan terhadap Kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 64 
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ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat 
berkembang menuju ke arah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian 
dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun 
tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan 
kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk 
perubahan sosial sebagai pendorongnya.Tindak pidana pencabulan ini tidak 
hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil. Oleh 
karena itu, tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya 
merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat 
sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Sehingga masalah ini perlu 
mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan 
penegak hukum. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat 
masalah yang terkait dengan pencabulan anak yang berjudul “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN 
TERHADAP ANAK (Studi Kasus No. 38/Pid.B/2013/PN. Mks) 
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B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat 
rusmusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan yang dilakukan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 
38/Pid.B/2013/PN.Mks) ? 
2. Bagaimana Pertimbagan Hukum Hakim dalam memutus perkara 
Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terhadap Anak (Studi 
Kasus Putusan No. 38/Pid.B/2013?PN.Mks) ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak (studi kasus 
putusan No. 38/Pid.B/2013/PN.Mks) ? 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbagan hukum hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap 
anak (studi kasus putusan No. 38/Pid.B/2013?PN.Mks) 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian 
1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri dari tiga 
kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan 
hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata 
Feit, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” dapat atau 
boleh, dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah 
strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata 
hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata 
recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak 
demikian halnya. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni 
boleh dan dapat. Secara literlijk biasa kita terima. Sedangkan untuk kata 
feit digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Secara literlijk, feit memang lebih pas untuk diterjemahkan 
dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam 
perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading 
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sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok 
tindak pidana masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP.
4
 
Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian 
yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja 
menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh 
kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia 
semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena 
disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam 
hukum pidana. Hal penting dalam hukum pidana adalah apabila 
kematian seseorang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif 
maupun aktif). 
Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat 
diperdebatkan juga ketetapannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan 
manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan 
manusia yang pasif atau negatif. Padahal pengertian yang sebenanrnya 
dalam istilah feit itu adalah termasuk perbuatan yang aktif maupun pasif. 
Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau 
gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya 
mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). 
                                                             
4 Adami Chazawi, S.H, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.67 
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Sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan 
suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang 
tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan 
tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 
304 KUHP). 
Sementara itu, istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya 
dengan istilah strafbaar feit karena istilah ini berasal dari kata Delictum 
(Latin) yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan Hukum Belanda: 
delict, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan 
istilah strafbaar feit.5 
Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya 
dirumuskan oleh KUHP sebagai kejahatan atau tindak pidana akan 
tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. 
Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai 
pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum 
memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya: 
1) Utrecht 
Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi 
perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa 
                                                             
5 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.70 
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pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan 
yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
6
 
2) S.R. Sianturi 
Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana merupakan suatu tindakan 
pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang 
bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab).7 
3) Moeljatno 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut.8 
4) Wirjono Prodjodikoro 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 
2 (dua) bagian, yaitu: 
a) Tindak pidana materil. 
Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak 
pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang 
                                                             
6 Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 12-16 
7 Sianturi,S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Peneranpannya, Jakarta: Alumni, 
Hlm.207 
8 Moeljatno.1984. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 55 
10 
 
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud 
dari perbuatan itu. 
b) Tindak pidana formil.  
Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana 
yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa 
menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.9 
Sedangkan menurut Amir Ilyas dalam bukunya “Asas-Asas 
Hukum Pidana, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :10 
1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang 
(mencocoki rumusan delik) 
2) Memiliki sifat melawan hukum. 
3) Tidak ada alasan pembenar. 
 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; (2) dari sudut undang-undang. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang sudah tercermin 
pada rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. 
 
                                                             
9 Wirjono Prodjodikoro. 1986. Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Erosco, 
hlm. 50-55 
10 Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana.Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 
Hlm. 28 
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1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
11
 
a) Perbuatan 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan 
hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan 
bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 
dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, 
yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
Dari rumusan R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut:12 
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
c) Diadakan tindakan penghukuman 
Dari unsur yang ketiga,kalimat yang diadakan tindakan, 
penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap 
perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 
                                                             
11 Adami Chazawi. 2002.  Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm:79 
12 Ibid. 
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(pemidanaan). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti 
dengan pidana, namun unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal 
syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat 
dijatuhkannya pidana. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya 
secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut:13 
a) Kelakuan (orang yang) 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c) Diancam dengan hukuman 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)  
e) Dipersalahkan/kesalahan 
2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:14 
a) Unsur tingkah laku 
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh 
karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam 
rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. 
                                                             
13 Ibid. 
14 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm: 82 
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Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif 
atau positif, juga dapat disebut perbuatan materil dan tingkah 
laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk 
tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya 
diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau 
bagian tubuh. Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah 
laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melawan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu 
harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat 
demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan 
kewajiban hukum. Menurut Satochid dalam Bukunya Pelajaran 
Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu 
ialah: 
“Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari 
pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, dan 
biasa juga timbul dari kepatutan.” 
 
Pada umumnya, pencantuman unsur tingkah laku yang 
sekaligus unsur cara mewujudkan terdapat pada bentuk-bentuk 
tingkah laku yang abstrak. Karena disebutkan cara-caranya, 
tingkah laku abstrak tersebut menjadi terbatas, yakni terbatas 
pada wujud cara melakukannya yang telah disebutkan dalam 
rumusan. Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidananya 
14 
 
menjadi dua macam, yakni: (1) tingkah laku sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana; (2) tingkah laku yang mengandung 
akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Untuk yang 
pertama, syarat selesainya tindak pidana, bergantung 
sepenuhnya pada selesainya tingkah laku. Sementara itu, yang 
kedua, untuk selesainya tindak pidana bergantung pada 
selesainya perbuatan secara nyata, tetapi bergantung pada 
timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata tadi.15 
b) Unsur Sifat Melawan Hukum 
 Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber 
dari masyarakat. Karena bersumber dari masyarakat yang 
sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas 
hukum masyarakat, sifat-sifat tercela tersebut tidak tertulis. Dari 
sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat 
melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang 
dengan sebagai dilarang dalam peraturan perundang-
undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber 
pada dimuatnya pada peraturan perundang-undangan. Dalam 
praktik hukum, untuk dapatnya dinyatakan sebagai telah 
                                                             
15 Ibid. 
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terwujudnya suatu tindak pidana tertentu yang didakwakan, dan 
dalam rangka hakim menjatuhkan pidana, setiap unsur yang 
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana haruslah dimuat 
dalam surat dakwaan dan harus pula dapat dibuktikan dalam 
persidangan, termasuk unsur melawan hukum yang 
dicantumkan. Jika unsur melawan hukum ini tidak disebutkan 
dalam rumusan tindak pidana, maka tidak perlu dimuat dalam 
dakwaan sehingga tidaklah perlu dibuktikan di sidang 
pengadilan.16 
c) Unsur Kesalahan 
 Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri 
pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan 
unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat 
bersifat subjektif, bergantung pasa redaksi rumusan dan sudut 
pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Unsur 
kesalahan yang mengenai keadaan bathin pelaku adalah unsur 
yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat 
melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan 
adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan 
                                                             
16 Ibid. 
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bathin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat 
dibebankan pada orang itu. Di sisi lain, kesalahan dalam tindak 
pidana terdapat dua unsur di dalamnya, yakni kesengajaan dan 
kelalaian.17 
d) Unsur akibat konstitutif 
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:18  
(1) Tindak pidana materil, atau tindak pidana dimana akibat 
menjadi syarat selesainya tindak pidana. 
(2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai 
syarat pemberat pidana. 
(3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 
dipidanyanya pembuat. 
 Dalam tindak pidana materil, timbulnya akibat itu bukan 
untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, dalam arti 
berupa alasan pemberat pidana tetapi menjadi syarat 
selesainya tindak pidana. Sementara itu, unsur akibat sebagai 
syarat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak 
pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi 
percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai.  Dan 
unsur akibat sebagai syarat dapat  dipidananya pembuat adalah 
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tanpa timbulnya akibat itu perbuatan yang dirumuskan dalam 
undang-undang itu tidak dipidana. 
e) Unsur keadaan yang menyertai 
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak 
pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam 
mana perbuatan itu dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini 
dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai 
berikut:19 
(1) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan 
perbuatan. 
Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara 
melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada 
perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Ada tindak 
pidana tertentu yang di samping penyebutan unsur tingkah 
laku dalam rumusan tindak pidana, juga menyebutkan 
caranya melakukan tingkah lakunya itu. 
  
(2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan 
Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan  
bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat 
melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak 
                                                             
19 Ibid. 
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pidana, terlebih dahulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu 
agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat 
diwujudkan. 
(3) Unsur  keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana 
Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak 
pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau 
mengenai objek tindak pidana. 
(4) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak 
pidana 
Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri 
subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun 
subjektif. Bersifat objektif adalah segala keadaan di luar 
keadaan bathin pelakunya. Sementara itu, yang bersifat 
subjektif adalah keadaan mengenai bathin subjek hukum. 
(5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana 
Unsur ini adalah mengenai segala keadaan yang 
mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.  
(6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana 
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Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana yang dapat berupa syarat memperberat 
pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
(7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
 Unsur ini haya terdapat pada tindak pidana aduan. 
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya 
dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak 
mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak 
pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari 
yang berhak tersebut. Syarat pengaduan bagi tindak pidana 
inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk 
dapatnya dipidana. 
(8) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
 Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya 
pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat 
selesainya tindak pidana. 
(9) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
 Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah 
perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat 
dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan 
dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap 
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perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya 
si pembuat tidak dapat dipidana.  
(10) Unsur objek hukum tindak pidana 
 Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah 
unsur kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus 
dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.  
(11) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
 Dibentuknya rumusan tindak pidana pada 
umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk 
diberlakukan pada semua orang.  Rumusan tindak pidana 
seperti ini dimulai dengan kata “Barangsiapa” (bij die), atau 
pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan 
“setiap orang”  
(12) Unsur syarat tambahan memperingan pidana 
 Unsur ini merupakan bukan unsur pokok yang 
membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat 
tambahan lainnya. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu 
tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.20 
 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan 
dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan 
                                                             
20 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 79-114 
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selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum 
adakalanya bersifat objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah 
semua unsur yang berada di luar keadaan bathin manusia si 
pembuat, yakni semua unsur,  mengenai perbuatannya, akibat 
perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) 
pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang 
bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai bathin atau 
melekat pada keadaan bathin orangnya. 21 
 
2. Pencabulan 
Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan 
aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik 
pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. 
Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar 
dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan 
santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan 
tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari 
kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak 
                                                             
21 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm: 83 
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senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).22 Pencabulan oleh 
Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila 
atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya.23 
Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada 
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu 
kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan 
perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. 
R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul 
yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau 
perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin.24 Sedangkan, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah 
telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP 
maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:25 
1) Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e. 
a) Unsur objektif: 
(1) Barangsiapa; 
Yang dimaksud dengan perkataan Barangsiapa 
adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang 
                                                             
22 Aditya Embhy Sutriadi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, 
http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html, diakses 08 
November 2013, jam 19.23 WITA 
23 Moeljatno. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106 
24 R.Susilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
komentarnyalengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia. Hlm. 212 
25 Moch. Anwar, 1981, Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2. Bandung : Alumni. Hlm.181 
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tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut 
sebagai palaku dari tidak pidana tersebut. 
(2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; 
Yang dimaksud dengan malakukan perbuatan cabul 
adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan 
nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, merabaraba buah dada dan 
sebagainya. 
b) Unsur subjektif: 
Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan 
pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. 
Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan 
tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui 
apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya 
ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak 
berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia 
mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya 
artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
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sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, 
misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, 
mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga 
orang itu lumpuh. 
2) Unsur-Unsur Pasal 290sub 2e 
a) Unsur Objektif: 
(1) Barangsiapa; 
Yang dimaksud dengan perkataan Barangsiapa 
adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang 
tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat disebut 
melakukan tindak pidana tersebut. 
(2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang; 
Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul 
adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan 
(kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan 
nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, merabaraba dada dan sebagainya. 
b) Unsur Subjektif: 
Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur 
orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak 
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nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat 
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria 
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 
(enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pria maupun wanita. 
 
3. Anak 
Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, 
diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai 
usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak 
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 
tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. 
Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda 
dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum 
Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-
anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-
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masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum 
Islam menentukan definisi anak dilihat dari dari tanda-tanda pada 
seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya 
seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum 
memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana 
ditentukan  dalam hukum islam. Bahwa definisi menurut perundangan 
negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum 
menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan 
pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih 
mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam 
pengawasan orang tua atau walinya.  
Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya juvenile justice 
system mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan 
permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan 
hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk 
keterbatasan untuk membahayakan orang lain.26 Berbicara mengenai 
anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib 
manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan 
sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa 
                                                             
26 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, 
hlm. 32-36. 
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mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh 
pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan 
kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan 
orang dewasa. Anak memiliki  sistem penilaian kanak-kanak yang 
menampilkan mertabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab 
sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik 
yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini 
disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu 
berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, 
remeja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun 
jasmaninya. 
Anak menurut Undang-Undang peradilan Anak adalah bagian 
dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan 
potensi  dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memilki 
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dala rangka menjamin pertumbuhan fisik, 
mental, dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.27 Anak 
menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 
18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan. Kitab Undang-
                                                             
27 Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin., Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, 
Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 19. 
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Undang Hukum Pidana KUHP  tidak merumuskan secara eksplisist 
tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 45 
dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: 
Pasal 45 berbunyi:  
”Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam 
belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 
pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”  
 
Di dalam pasal 72 dinyatakan bahwa: 
 
”Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas 
tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang di bawah 
penilaian (curtela) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka 
selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu 
ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.” 
 
Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak. 
Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
 
B. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana) 
Mengenai definisi tindak pidana pencabulan terhadap orang 
sesama kelamin dan belum dewasa, KUHP tidak memberikan secara 
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konkrit pengertian mengenai tindak pidana pencabulan tersebut. Namun 
KUHP hanya merumuskan bahwa tindak pidana perbuatan cabul 
terhadap orang sesama kelamin dan belum dewasa adalah sebagai 
berikut: 
 "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
lain sesama kelamin, diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun." 
 
Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, Bab XII mengenai ketentuan pidana, dalam Pasal 82 tersebut 
dirumuskan bahwa perbuatan cabul adalah, "setiap orang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun 
dan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 
60.000.000. 
Dari kedua rumusan tersebut tidak memberikan suatu perincian 
yang konkrit dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak 
pidana pencabulan tersebut, di dalam KUHP dan pasal 82 UU No.23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai 
unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti 
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mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai 
pencabulan. 
Mengenai perbuatan cabul adalah segala macam wujud 
perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan 
pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau 
bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya 
mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang 
buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.28 
Dari semua perumusan tindak pidana cabul tersebut baik itu di 
dalam KUHP maupun di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi 
subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak. Adapun jenis 
pencabulan dalam KUHP diatur dari pasal 289 sampai pasal 296, 
dimana dikategorikan sebagai berikut:29 
a. Perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau 
membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum 
karena salahnya melakukan perbuatan melanggar 
kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan tahun”. 
                                                             
28 Adami Chazawi. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 
77 
29 Yuyanti, Lalata, Tindak Pidana Pencabulan, http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-
pidana-pencabulan.html, diakses 08 November 2013, jam 18.37 WITA. 
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Persepsi terhadap kata “cabul” tidak di muat dalam KUHP.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: 
“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, 
kesusilaan)” 
 
Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang 
dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang 
melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan 
semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 
Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya 
memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga 
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan 
untuk menunjukan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan 
yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam 
ancaman pidananya”. 
      Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU 
KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. 
      Sebagaimana pada “perkosaan”, kekerasan atau 
ancaman kekerasan tersebut, harus dapat dibuktikan. 
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      Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU 
KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnnya: 
1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita 
dan menyentuhkan pada alat kelaminnya. 
2) Seorang laki-laki meraba badan seorang anak laki-laki dan 
kemudian membuka kancing baju anak tersebut  untuk dapat 
mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk 
memuaskan nafsu seksualnya. 
b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan 
Hal ini dimuat pada pasal 290 ayat (1) KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 
dihukum: 
1e “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu 
pingsan atau tidak berdaya.” 
 
Kata “pingsan” disinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, 
“tidak ingat”, sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” 
atau sangat lemah. 
Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. 
Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya 
tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. 
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c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun 
Hal ini dimuat pada pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya 
sebagai berikut: 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 
dihukum: 
2e “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 
tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa 
orang itu belum masanya buat dikawin.” 
Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak / remaja. 
Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata 
“wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun 
dilakukan terhadap anak / remaja pria, misalnya oleh homoseks 
atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini 
dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur pasal 292. 
Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur 
kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat 
menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas 
tahun. 
 
d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli. 
Hal ini di atur pada pasal 290 ayat (3) yang rumusannya 
sebagai berikut: 
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“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 
dihukum: 
3e “Barangsiapa yang membujuk (menggoda) seseorang, 
yang diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa 
umur orang itu belum cukup 15 tahun, atau kalau tidak 
nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat 
kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan 
pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh 
dengan orang lain dengan tiada kawin.” 
 
Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya 
kecuali pelaku. Pelaku pada pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul 
tetapi “yang membujuk”. 
e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis. 
Hal ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai 
berikut: 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang 
sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya 
hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 
lima tahun.” 
 
Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang 
yang dikenal sebagai “homoseks” atau “Lesbian”. Dalam kamus 
besar bahasa Indonesia dimuat arti homoseksual” dan “lesbian”: 
Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin 
yang sama (homoseksual), sedang lesbian itu merupakan wanita 
yang cinta birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks). 
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      Pada umumnya pengertian sehari-hari, homoseks 
dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan bagi wanita. 
Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya 
“homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin 
yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian 
maka untuk pria disebut homo seksual.  
      Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang 
dewasa yang homoseks / lesbian, karena sangat berbahaya bagi 
perkembangannya. 
f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat 
cabul. 
Hal ini diatur pada pasal 293 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut: 
“ Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau 
perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan 
salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-
lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang 
sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja 
membujuk orang yang belum dewasa yang tidak 
bercacat kelakuannya, yang diketahuannya atau 
patut harus disangkanya belum dewasa, akan 
melakukan perbutan cabul dengan dia atau 
membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian 
pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun”. 
 
g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan 
orang tua atau yang mempunyai hubungan. 
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Hal ini di atur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak 
pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang 
yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk 
ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang, 
atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun.” 
 
C. Anak Sebagai Korban Pencabulan 
Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap 
anak, yang meliputi :30 
a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang 
belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang 
pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan 
yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun 
persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka 
diantara mereka. 
b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung 
dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang 
melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang 
                                                             
30 Aditya Embhy Sutriadi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, 
http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html, diakses 08 
November 2013, jam 19.23 WITA 
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belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum 
pantas kawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya 
sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang 
belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, 
demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, 
dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan 
sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di 
pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 
KUHP. 
Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari 
perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat 
disimpulkan yaitu sebagai berikut :31 
a. Melarang orang melakukan pebuatan persetubuhan dengan anak 
dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang 
terkadung di dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan 
perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun 
misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak 
untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2). 
                                                             
31 Ibid. 
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Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan 
cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman 
kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud 
agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82. 
 
D. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang 
Pencabulan Terhadap Anak 
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dalam KUHP, pencabulan terhadap anak itu diatur dalam pasal 290 
ayat (2) dan (3), pasal 292 ayat (1), pasal 294 ayat (1).  
Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:32 
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
2e “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa 
umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk 
dikawin.” 
3e “Barangsiapa yang membujuk seseorang, yang diketahui 
atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima 
belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul,……….” 
 
 
                                                             
32
 R.Susilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
komentarnyalengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia. Hlm. 212 
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Pasal 292 ayat (1), berbunyi:33 
“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, 
yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.” 
 Pasal 294 ayat (1), berbunyi34 
“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang 
belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, 
atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan 
padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan 
bujang, atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun.” 
 
 
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 81 dan pasal 82. 
Pasal 81: 
“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah). 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 
 
 
                                                             
33
 Ibid. 
34 Ibid. 
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Pasal 82 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam 
puluh juta rupiah).” 
 
3. Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam rumah Tangga 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak 
ditemukan pasal khusus mengenai pencabulan, namun pasal 47 
dapat dipakai, namun dalam hal ini bila telah terjadi adanya 
kekerasan seksual dalam rumah tangga. 
 Pasal 47 
“Setiap orang yang orang yang menetap dalam rumah tangganya 
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 
8 huruf b (dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan 
lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 
paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Makassar dalam 
hal ini Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan penulis melakukan 
penelitian di Makassar adalah karena berkesesuaian dengan judul yang akan 
dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang 
Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus No. 38/Pid.B/2013/PN.Makassar) 
yang dalam persidangannya bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua 
bentuk data, sebagai berikut:  
1. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara kepada narasumber. 
2. Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti 
dokumen-dokumen dan literatur-literatur kaitannya dengan 
pembahasan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (liberary research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan 
Peneliian lapangan ini ditempuh dengan cara yaitu: 
a. Melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian 
b. Dengan cara wawancara (interview) langsung kepada hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh dari data primer dan  sekunder akan diolah 
dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan 
dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan 
dengan penulisan ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/PN. Mks 
Dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak dijelaskan 
bahwa setiap anak memiliki hak mendapat jaminan dan perlindungan 
untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pentingnya undang-undang tersebut dikarenakan anak 
merupakan generasi penerus dari suatu bangsa yang akan melanjutkan 
setiap sudut kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tak dapat 
dipungkiri dalam kehidupan yang sekarang ini adanya tindakan yang 
dapat merusak moral dan martabat anak dengan perbuatan asusila yang 
melanggar hak-hak atas anak seperti pada Undang-Undang tentang 
perlindungan anak. 
Seperti yang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Kotamadya 
Makassar sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2012 pada jam 14.00 
wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, 
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bertempat di rumah kost orang tua saksi korban yaitu Jl. Veteran 
Utara Stp 2 Lr. 1 No. 3 Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak yaitu Intan Rezky yang berusia 10 tahun sesuai 
dengan kutipan Akte Kelahiran tanggal 7 Juni 2008, untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai 
berikut: 
- Bahwa awalnya saksi korban yang saat itu tengah mandi, 
terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar mandi, namun oleh 
saksi korban Intan Rezky tidak dibukakan, setelah saksi korban 
selesai mandi, tiba-tiba terdakwa telah berdiri di depan pintu 
kamar mandi dan langsung memeluk saksi dan berusaha untuk 
mencium saksi, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana 
yang digunakan oleh saksi sambil membungkukkan badan saksi, 
dan pada posisi tersebut, terdakwa meraba-raba dan memegang 
payudara serta kemaluan saksi dan pada saat itu pula terdakwa 
berupaya untuk memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat 
kelamin Intan Rezky, namu oleh karena perbuatan terdakwa 
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tersebut diketahui oleh saksi Indarwati Als. Wati maka terdakwa 
pun pergi meninggalkan tempat tersebut. 
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Intan Rezky 
tersebut menurut terdakwa sudah sering dilakukannya perbuatan 
mana adalah perbuatan yaitu berupa meraba serta menyentuh 
payudara dan kemaluan saksi Intan Rezky, adapun terdakwa 
sebelum melakukan perbuatannya tersebut kepada Intan Rezky, 
terdakwa berkata kepada saksi Intan Rezky bahwa terdakwa 
menyukainya dan akan menikahinya saat saksi Intan Rezky 
sudah dewasa kelak.  
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap pencabulan 
yang dilakukan oleh terdakwa Asdar, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa ia terdakwa 
Asdar Mas Piong Als. A’Da, pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 
2012 pada jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah kost orang tua saksi 
korban yaitu Jl. Veteran Utara Stp 2 Lr. 1 No. 3 Makassar, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang 
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja 
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melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak yaitu Intan Rezky yang berusia 10 tahun sesuai dengan 
kutipan Akte Kelahiran tanggal 7 Juni 2008, untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai 
berikut: 
- Bahwa awalnya saksi korban yang saat itu tengah mandi, 
terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar mandi, namun oleh 
saksi korban Intan Rezky tidak dibukakan, setelah saksi korban 
selesai mandi, tiba-tiba terdakwa telah berdiri di depan pintu 
kamar mandi dan langsung memeluk saksi dan berusaha untuk 
mencium saksi, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana 
yang digunakan oleh saksi sambil membungkukkan badan 
saksi, dan pada posisi tersebut, terdakwa meraba-raba dan 
memegang payudara serta kemaluan saksi dan pada saat itu 
pula terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kemaluannya 
ke dalam alat kelamin Intan Rezky, namun oleh karena 
perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Indarwati Als. 
Wati maka terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. 
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Intan Rezky 
tersebut menurut terdakwa sudah sering dilakukannya 
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perbuatan mana adalah perbuatan yaitu berupa meraba serta 
menyentuh payudara dan kemaluan saksi Intan Rezky, adapun 
terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut kepada 
Intan Rezky, terdakwa berkata kepada saksi Intan Rezky bahwa 
terdakwa menyukainya dan akan menikahinya saat saksi Intan 
Rezky sudah dewasa kelak.  
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pada dasarnya Jaksa menuntut supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
Nomor 38/Pid.B/2013/PN.Mks memutuskan: 
1. Menyatakan terdawa ASDAR MAS PIONG ALIAS A’DA 
bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 
anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam surat dakwaan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR MAS 
PIONG ALIAS A’DA pidana penjara selama 9 (Sembilan) 
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tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka 
diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 6 
(enam) bulan. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Komentar Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 
perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Asdar Mas Piong Als. 
A’Da terhadap anak yang berusia 10 tahun yang bernama Intan 
Rezky. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki 
sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara 
cermat, jelas, dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun 
mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan 
disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat 
perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut 
penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. 
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Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum 
pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat 
dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan 
dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi yang 
saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui 
secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur 
perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur 
dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
adalah sebagai berikut:35 
- Unsur Subjektif: 
 Setiap orang 
                                                             
35 Adami Chazawi. 2007.  Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT. Rajagfindo Persada. Hlm56 
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- Unsur Objektif 
1. Unsur dengan sengaja 
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul. 
 
Dari unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Unsur : Setiap Orang 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk 
kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang 
(manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa ASDAR 
MASPIONG ALS. A’DA yang telah memberikan keterangan 
mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat 
dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan 
baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga 
dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku 
subjek hukum. 
Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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2. Unsur : dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
Bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada pada diri/sifat 
bathin terdakwa, dimana yang dimaksud yang melakukan 
terkandung pengertian kesengajaan atau mengkhendaki dan 
mengetahui, dalam hal ini yang dikehendaki oleh terdakwa adalah 
perbuatan-perbutannya sedang keadaan-keadaannya haruslah 
dapat diketahui juga oleh terdakwa. 
Berdasarkan keterangan saksi korban bahwa terdakwa dan 
saksi korban ditemukan fakta sebagai berikut: 
- Bahwa awalnya saksi korban yang saat itu tengah mandi, 
terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar mandi, namun oleh 
saksi korban Intan Rezky tidak dibukakan, setelah saksi korban 
selesai mandi, tiba-tiba terdakwa telah berdiri di depan pintu 
kamar mandi dan langsung memeluk saksi dan berusaha untuk 
mencium saksi, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana 
yang digunakan oleh saksi sambil membungkukkan badan 
saksi, dan pada posisi tersebut, terdakwa meraba-raba dan 
memegang payudara serta kemaluan saksi dan pada saat itu 
pula terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kemaluannya 
ke dalam alat kelamin Intan Rezky, namun oleh karena 
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perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Indarwati Als. 
Wati maka terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. 
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Intan Rezky 
tersebut menurut terdakwa sudah sering dilakukannya 
perbuatan mana adalah perbuatan yaitu berupa meraba serta 
menyentuh payudara dan kemaluan saksi Intan Rezky, adapun 
terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut kepada 
Intan Rezky, terdakwa berkata kepada saksi Intan Rezky bahwa 
terdakwa menyukainya dan akan menikahinya saat saksi Intan 
Rezky sudah dewasa kelak.  
Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, Bapak H. Makmur (wawancara tanggal 13 Desember 
2013) yang menyatakan bahwa: 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai 
karena unsur perbuatannya terdapat dalam Pasal 82 UU No. 
23 Tahun 2002. 
 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
pencabulan dalam perkara No. 38/Pid.B/2013/PN.Mks adalah 
menurut Bapak H. Makmur (wawancara tanggal 13 Desember 
2013) yang mengatakan bahwa: 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 
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60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan. 
 
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini 
berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan 
sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan 
menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan 
diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan 
juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. 
Pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun 
merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap 
Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara No. 
38/Pid.B/2013/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hakim 
Sebelum menjatuhkan putusan, yang menjadi 
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang 
dilakukan terhadap anak pada putusan No. 38/Pid.B/2013/PN.Mks 
adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat 
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dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 22 / MKs / Ep. / 1 / 2013 tanggal 
07 Januari 2013 yang melanggar pasal sebagaimana  dalam 
dakwaan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah, yakni: ANDI INTAN BINTI ETI 
MONITA, ETI MONITA, INDARWATI ALIAS WATI, H.IDRUS 
NANRANG ALS. H. BUNDU. 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar 
keterangan dari terdakwa. 
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di 
persidangan, terdakwa keberatan dan membenarkannya. 
Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencabulan terhadap 
anak. 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti 
bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa 
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perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap 
terbukti yaitu melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud di dalam: 
1. Unsur setiap orang 
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus 
pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditetapkan pada amar putusan. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka 
terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sebagai berikut:  
 
56 
 
- Hal-hal yang memberatkan: 
1. Perbuatan terdakwa membuat saksi korban yang masih 
anak trauma dan terganggu pelajarannya. 
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan perasaan malu yang 
dialami oleh keluarga besar korban. 
3. Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit. 
- Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum 
2. Terdakwa sopan selama persidangan 
3. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga 
Mengingat ketentuan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan pasal 
(dakwaan yang terbukti) dengan perkara ini: 
   MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa ASDAR MAS PIONG ALIAS A’DA 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, denda Rp. 
60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda 
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tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan. 
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
2. Komentar Penulis 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan 
hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan 
keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-
mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan 
kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan 
menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan 
kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk 
memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat 
abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh 
karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum dan juga 
memenuhi rasa keadilan. 
Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
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(pemidanaan) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya.  
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim 
dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa. Pengambilan keputusan ini hendaknya majelis hakim 
dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada 
dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta 
persidangan). 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya pencabulan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti 
yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan 
yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. 
Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana 
pencabulan yang dilakukan terhadap anak pada putusan No. 
38/Pid.B/2013/PN.Mks berdasarkan beberapa pertimbangan. 
Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada 
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surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan, maka 
hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa 
memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana 
tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.  
Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi 
pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri 
dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana. Dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, 
hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang 
diperoleh selama persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan 
saksi, pembelaan terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung 
jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.  
Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan hakim 
harus mempertimbangkan aspek keadilan dari:  
- Sisi pelaku kejahatan 
- Sisi korban kejahatan(dampak bagi korban) 
- Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya 
Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih 
dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang 
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memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga 
putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. 
Majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang 
dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka 
keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan 
terpenuhi seluruhnya. 
Menurut Moeljato, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak 
pidana terdiri dari unsur formil yaitu perbuatan (manusia), dimana 
perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum dan larangan itu disertai 
sanksi, sedangkan unsur materil adalah perbuatan itu harus 
bersifat melawan hukum, yaitu betul-betul dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut 
dilakukan penegakkan hukum haruslah mampu membuktikan 
semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa di muka pengadilan.36 
Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara 
kepada terdakwa ASDAR MAS PIONG ALIAS A’DA selama 9 
(sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- 
(enam puluh juta). Apabila terdakwa tidak membayar denda 
tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 
                                                             
36 Moeljatno, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 15 
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bulan. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena 
melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah 
terdakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga 
mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya 
semata-mata untuk memberikan efek jerah kepada terdakwa, akan 
tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak 
melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa 
tersebut.  
Dalam perkara ini, terdakwa diajukan dalam persidangan 
Majelis Hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ditambah 
dengan keyakinan hakim serta didasarkan pula pada alasan-alasan 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengarkan 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh 
kesimpulan dari  fakta-fakta hukum sebagai berikut:  
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 
tanggal 5 November 2012 di rumah kost Jl. Veteran 
Utara Stp 1 Lr. 1 No. 3 Makassar telah terjadi perbuatan 
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cabul yang dilakukan oleh Sdra. ASDAR MAS PIONG 
ALIAS A’DA terhadap Sdri. ANDI INTAN REZKY. 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi 
lainnya serta keterangan tersangka korban Sdri. ANDI 
INTAN REZKY dicabuli oleh tersangka Sdra. ASDAR 
MAS PIONG ALIAS A’DA dengan cara Sdra. ASDAR 
melakukan memeluk lalu mencium dahi, meremas-remas 
payu dara dan mengelus-elus vagina serta membuka 
celana lalu berupaya memasukkan alat kelaminnya ke 
dalam kelamin saksi. 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
dihubungkan dengan keterangan tersangka bahwa 
akibat dari adanya perbuatan tersangka Sdra. ASDAR 
MAS PIONG alias A’DA tersebut, Sdri. ANDI INTAN 
REZKY merasa ketakutan apabila ditemui oleh tersangka 
Sdra. ASDAR 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut 
di atas, maka penulis berpendapat bahwa pada perkara No. 
38/Pid.B/2013/PN.Mks telah mengandung unsur-unsur tindak 
pidana pada Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum , 
maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. 
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Hal ini dapat dilihat dari berkas terdakwa, keterangan saksi-saksi 
dan terdakwa, serta fakta-fakta hukum persidangan. 
Selain itu, penulis juga berpendapat tentang pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara No. 
38/Pid.B/2013/PN.Mks sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana 
perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan akibat yang tidak 
diinginkan baik kepada korban maupun kepada keluarga korban, 
seperti trauma dan rasa malu, yang kemudian dihubungkan 
dengan dakwaan Penuntut Umum. Maka dari beberapa hal inilah 
hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat 
dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim, maka 
diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak mengulagi lagi 
perbuatannya di kemudian hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai 
permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Pencabulan 
Terhadap Anak, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana 
formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya 
seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi yang saling 
bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara 
jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan 
terdakwa terdapat dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
2. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam 
Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 
sebagai berikut: 
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- Unsur Subjektif: 
 Setiap orang 
- Unsur Objektif 
1. Unsur dengan sengaja 
2. Melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat 
serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul. 
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara 
No. 38/Pid.B/2013/PN.Mks tentang Pencabulan terhadap Anak sudah 
tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut 
menimbulkan akibat yang tidak diinginkan baik kepada korban maupun 
kepada keluarga korban, seperti trauma dan rasa malu, yang 
kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum. 
 
B. Saran 
1. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, 
hakim sebaiknya mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari 
dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan 
pasal-pasal perbuatan hukum pidana.  
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2. Dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, 
hakim sebaiknya dapat mengolah dan memproses data-data yang 
diperoleh selama persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan 
saksi, pembelaan terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, 
keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. 
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